BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN

Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu program jaminan
kesehatan di Indonesia yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka
pemenuhan hak buruh atas kesehatan. Melalui program JKN ini, pemerintah
memberikan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya buruh untuk
dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Jaminan Kesehatan Nasional
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak yang
diberikan kepada setiap buruh yang telah membayar iuran.

Sistem Jaminan Sosial (social security), telah berkembang di negara-
negara maju sekitar 100 tahun yang lalu. Lingkup jaminan sosial yang
berkembang di dunia sangat luas, antara lain asuransi pengangguran,
manula, bersalin, perawatan, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia baru
difokuskan pada lima program, yaitu kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan
hari tua, pensiun dan kematian.*®*

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dikelola oleh
perusahaan negara (PN) yang kemudian berkembang menjadi Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Inpres Nomor 17 tahun 1967 (yang
selanjutnya dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

194 Ali Ghufron Mukti dan Moertjahjo, Op.cit. him 45-46.

57



1 Tahun 1969), bentuk perusahaan negara ada tiga, yaitu Perusahaan

Negara Jawatan (Perjan), Perusahaan Negara Umum (Perum) dan

Perusahaan Negara Perseroan Terbatas (Persero atau PT). Perjan untuk

menangani usaha yang bersifat “public utility”, Perum untuk menangani

usaha yang bersifat vital bagi negara dan PT Persero untuk menangani

usaha sebagaimana perusahaan swasta.'®®

Perkembangan pengelolaan jaminan sosial di Indonesia bermula dari:'

a. Perum Astek yang kemudian berubah menjadi PT Jamsostek (Persero).

b. Perum Askes yang kemudian berubah menjadi PT Askes (Persero).

c. Perum ASABRI yang kemudian berubah menjadi PT ASABRI (Persero).

d. Perum Taspen.

e. PT Jasa Raharja (dalam Undang-Undang SJSN tidak termasuk jaminan
sosial nasional).

Di samping program jaminan sosial, saat ini banyak program “bantuan
sosial” yang dikembangkan oleh pemerintah, seperti misalnya Program
Jamkesmas, program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sebagainya.
Bantuan sosial adalah tanggung jawab negara/pemerintah.'%"1%

Dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan dan kesejahteraan

tenaga kerja sistem jaminan sosial tenaga kerja bertujuan untuk:

1% |bid., him 45-47.

1% Zian Farodis, 2014, Buku Pintar Asuransi, Yogyakarta: Penerbit Laksana, him 13-14.

197 Hadi Setia Tunggal, op. cit., him. 3-5.

1% Hasbullah Thabrany, 2013, Asuransi Buat Apa?Jaminan Sosial Buat Indonesia yang
Lebih Baik, Jakarta: Penerbit Gagas Bisnis Indonesia, him 11.
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a. Memberikan perlindungan dasar kesehatan untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan minimal tenaga kerja dan keluarganya;

b. Memberikan jaminan dan penghargaan kepada tenaga kerja atau
sumbangan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka

bekerja.

Pengelolaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) di
Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan berubah
dan berkembangnya keadaan dan pemerintahan. !*® Perubahan dan

perkembangan pengelolaan = program Jamsostek = dimaksud dapat

digambarkan sebagai berikut:**°

a. Pada tahun 1927, Pemerintah Belanda meratifikasi Konvensi ILO Nomor
19 Tahun 1925 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan kemudian
dinyatakan berlaku di Indonesia dengan Staatblad Nomor 53 Tahun 1929.

b. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
1947, dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk
pengelolaan  program jaminan kecelakaan kerja tersebut, dibentuk
Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) dan programnya diperluas
termasuk jaminan sakit dan pesangon.

c. Perkembangan berikutnya, YDJS berubah menjadi Perum Astek
berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 33 Tahun 1977, yang
selanjutnya berubah menjadi PT Jamsostek berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT
Jamsostek menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbentuk PT
(Persero).

d. Dengan lahirnya Undang-Undang SJSN, keberadaan PT Jamsostek tetap
diakui, dengan kewajiban untuk menyesuaikan berbagai aspek dan

19 Zainal Hasikin, 2010, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Penerbit PT

RajaGrafindo Persada, him 95.
"OHadi Setia Tunggal, op. cit., him 7-13.
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prinsip-prinsip pengelolaannya sesuai dengan pengaturan dalam Undang-
Undang SJSN.

Sejak tahun 1993, buruh dan anggota keluarganya dapat memperoleh
jaminan kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
yang dikelola PT Jamsostek (Persero).'** Sebagian pegawai pemberi kerja
besar diperbolehkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui program
asuransi kesehatan komersial. *** Namun program JPK Jamsostek dan
asuransi kesehatan komersial tidak memiliki luas cakupan yang sama.
Banyak layanan medis yang mabhal tidak dijamin dalam program-program
tersebut."**

Peserta program Jamsostek adalah pekerja dan pengusaha. Program
Jamsostek bersifat wajib dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja, asuransi
kematian dan asuransi kesehatan, serta tabungan hari tua. Sumber biaya
program Jamsostek berasal dari iuran peserta (pekerja dan pengusaha) yang
dikelola sebagai dana amanat. Oleh karena itu, hasil pengembangan dan
keuntungannya harus sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan

kesejahteraan peserta.*****°

11 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, him 178.

112 Emmanuel Kurniawan, op. cit., him 62.

3 Hadi Setia Tunggal, 2015, Tanya Jawab Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jakarta: Harvarindo, him
17-18.

"% Hasbullah Thabrany, 2005, Asuransi Kesehatan Nasional, Jakarta: Perhimpunan Ahli
Manajemen Jaminan dan Ahli Asuransi Kesehatan Indonesia.

15 Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Penerbit
PT Citra Aditya Bakti, him 106-108.
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Selama ini pengelolaan program Jamsostek relatif sudah baik,
walaupun masih harus terus ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan
kepesertaan, iuran dan pengawasan. Status PT Jamsostek sebagai BUMN
juga tidak bermasalah, karena tidak adanya kewajiban untuk membayar
deviden kepada pemerintah. Status PT Jamsostek sebagai BUMN justru
memperkuat jaminan akan tidak adanya kebangkrutan. Lebih dari itu,
seandainya terjadi kebangkrutan, hak peserta tetap dijamin pemerintah.*®

Jamsosnas bagi seluruh rakyat Indonesia diamanahkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28H
dan Pasal 34. Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang SJSN dan
dioperasionalkan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang
pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut undang-
undang BPJS).**’

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari empat BUMN penyelenggara
jaminan sosial yang selama ini ada yaitu PT ASKES, PT JAMSOSTEK, PT

TASPEN dan PT ASABRI. Transformasi BPJS mencakup transformasi

berbagai aspek Jamsosnas meliputi:

1% Hadi Setia Tunggal, Memahami Sistem Jaminan Sosial.... Op.cit., him 20-22.

7 1bid., him 20-22.
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. Transformasi regulasi dalam bentuk penyusunan dan penyesuaian
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.

. Transformasi bentuk badan hukum dari Perseroan Terbatas (PT, Persero)
menjadi Badan Hukum Publik (BHP).

. Transformasi orientasi bisnis dari mencari keuntungan (profit oriented)
menjadi optimalisasi kemanfaatan bagi peserta (welfare oriented).

. Transformasi cakupan program antar BPJS (migrasi program JK dari PT
Jamsostek ke BPJS Kesehatan dan migrasi program JP dari PT Taspen
dan PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan, pengalihan program JKK,
JHT, JKm dari PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan serta migrasi
program JK dari PT ASKES ke BPJS Kesehatan.

. Transformasi kepesertaan program dan perluasaan kepesertaan program
yang mencakup seluruh penduduk (untuk JK) dan seluruh tenaga kerja
(untuk JKK, JHT, JP dan JKm).

Transformasi kelembagaan dan sumber daya manusia BPJS (struktur,

jaringan dan sumber daya manusia).

Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek mempunyai

empat program jaminan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan; jaminan

kecelakaan kerja; jaminan hari tua; dan jaminan kematian. Keempat program

itu ditujukan khusus kepada buruh dan keluarganya. Masyarakat yang buruh

merupakan buruh penerima upah tidak dapat mengikuti program Jamsostek
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secara individu. Dengan dimulainya JKN yang diselenggarakan oleh BPJS
Kesehatan pada tanggal satu Januari 2014, maka penyelenggaraan jaminan
kesehatan  buruh  dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Selain
menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi buruh dan keluarganya, BPJS
Kesehatan juga menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat
umum, baik pekerja bukan penerima upah maupun masyarakat yang ingin
mengikuti jaminan kesehatan secara individu. Keempat program yang
awalnya diselenggarakan dalam satu produk jaminan sosial tenaga kerja
yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, dipisahkan penyelenggaraannya
kepada dua badan BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Jaminan pemeliharaan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,
dan tiga jaminan lainnya diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Program jaminan pemeliharaan kesehatan yang tadinya dikhususkan untuk
buruh, menjadi program jaminan kesehatan universal yang diselenggarakan
untuk seluruh rakyat Indonesia melalui program JKN.

Jaminan kesehatan merupakan salah satu komponen dari subsistem
pendanaan kesehatan. Subsistem pendanaan kesehatan merupakan bagian
dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dengan demikian, pengembangan
jaminan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari sistem kesehatan secara

keseluruhan yang tujuan akhirnya adalah tercapainya derajat kesehatan
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penduduk Indonesia yang memungkinkan penduduk produktif dan kompetitif
dengan penduduk negara-negara lain.*®
Sistem Kesehatan Nasional pada prinsipnya terdiri dari dua bagian
besar yaitu sistem pendanaan dan sistem layanan kesehatan. Subsistem
pendanaan kesehatan menggambarkan dan mengatur sumber-sumber
keuangan yang diperlukan untuk terpenuhinya kebutuhan kesehatan
penduduk.**®
Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari:'*
a. Pendanaan langsung dari masyarakat (disebut out of pocket) yang
dibayarkan dari perorangan/ rumah tangga kepada fasilitas kesehatan.
b. Pendanaan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
c. Pembayaran iuran asuransi sosial yang wajib sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang SJSN.
d. Pendanaan oleh pihak ketiga, balk oleh pemberi kerja atau peserta
asuransi.

e. Bantuan pendanaan dari berbagai sumber baik dalam maupun luar
negeri.

Berdasarkan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang Kesehatan,
pendanaan layanan kesehatan perorangan akan bertumpu dari iuran wajib
yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sementara pendanaan bersumber
dari kantong perorangan/ keluarga, pemberi kerja baik langsung maupun
melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan
(top up) layanan kesehatan perorangan. Sedangkan sumber dana dari

Pemerintah/ Pemerintah Daerah tetap diperlukan untuk mendanai bantuan

118

o Ali Ghufron Mukti dan Moertjahjo, op. cit., him 23.

Mulyadi Nitisusastro, 2013, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Bandung:
Penerbit Alfabeta, him 5-6.
2% bid., him 47-49.
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iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program
kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang perorang.*?*

Pasal 60 ayat (2) butir ¢ Undang-Undang BPJS menyatakan bahwa
“Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1): c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan
pemeliharaan kesehatan”. Selanjutnya pasal 61 butir b memerintahkan
Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) untuk “a. menyiapkan
pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS
Kesehatan”.

Agar kepesertaan program JPK Jamsostek pada tanggal satu Januari
2014 sudah dapat dikelola oleh BPJS Kesehatan maka sebelum tanggal
tersebut sudah dilakukan persiapan pengalihan kepesertaan program JPK
Jamsostek ke PT Askes (Persero) yang akan bertransformasi menjadi BPJS

Kesehatan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses tersebut antara lain:*??

a. Pembenahan administrasi dan data kepesertaan JPK Jamsostek oleh PT
Jamsostek.

b. Penyerahan data peserta program Jamkesmas dari PT Jamsostek
(Persero) ke PT Askes (Persero). Data yang diserahkan antara lain
menyangkut daftar peserta dan keluarganya, daftar fasilitas kesehatan
yang menjadi mitra PT Jamsostek (Persero) dalam penyelenggaraan JPK
Jamsostek.

c. Upload data peserta JPK Jamsostek ke dalam sistem informasi PT Askes
(Persero).

21 Junaedy Ganie, 2013, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, him 240-241.

122 Hadi Setia Tunggal, Memahami Sistem Jaminan Sosial... op. cit., him 79-81.
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d. Sosialisasi bersama antara PT Jamsostek (Persero) dan PT Askes
(Persero) kepada para peserta/ perusahaan yang selama ini menjadi
peserta JPK Jamsostek terkait dengan rencana pengalihan pengelolaan
program.

Pembuatan dan distribusi Kartu Program Jaminan Kesehatan.

Penyiapan sistem informasi yang diperlukan.

Persiapan operasional pengelolaan program Jam Kesehatan oleh BPJS
Kesehatan.

Pendampingan program JPK pasca pengalihan oleh PT Jamsostek
(Persero) kepada BPJS Kesehatan.

> @™o

Agar proses pengalihan program JPK Jamsostek ke PT Askes
(Persero) sebagai cikal BPJS Kesehatan berjalan lancar maka telah dibentuk
Tim dari kedua belah pihak (PT Jamsostek dan PT Askes) yang membahas
dan mengelola teknis pengalihan kepesertaan. Tim tersebut masuk dalam
PMO (Project Management Office) yang dibentuk oleh PT Askes (Persero).'*

Dengan adanya penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh BPJS
Kesehatan, maka semua jaminan kesehatan dasar bagi buruh harus
dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Pengalihan tersebut dilaksanakan secara
bertahap dengan didaftarkannya setiap buruh oleh pemberi kerja sebagai
peserta jaminan BPJS Kesehatan secara bertahap. Jika ingin mengikuti
program asuransi atau jaminan kesehatan lainnya, dapat digunakan sebagai
asuransi tambahan atau yang koordinasi manfaat dengan jaminan BPJS
Kesehatan.

Dengan disatukannya seluruh penyelenggaraan jaminan kesehatan ke

dalam satu badan penyelenggara, maka hak kesehatan buruh yang awalnya

123 |bid., him 81.
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diselenggarakan secara khusus oleh badan vyang terpisah dari
penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat lainnya, yaitu PT.
Jamsostek (Persero) menjadi berada dalam lingkup jaminan kesehatan yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Penyelenggaraan jaminan kesehatan
oleh BPJS Kesehatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Seluruh pemberi kerja harus
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta secara bertahap ke
BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan ini wajib, yang nantinya
akan mencakup seluruh rakyat Indonesia. Tahap pertama dimulai sejak
tanggal satu Januari 2014 dengan kepesertaan yang meliputi PBI; anggota
TNI dan Polri beserta pegawai negeri sipil di jajarannya; peserta Askes; dan
peserta Jamsostek beserta keluarganya. Tahap kedua adalah seluruh rakyat
Indonesia yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, pada tanggal satu
Januari 2019. Bagi buruh yang tidak didaftarkan oleh pemberi kerja, dapat

mendaftarkan dirinya sendiri secara aktif ke BPJS Kesehatan.

B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hak Kesehatan Buruh
a. Dasar Hukum Hak Kesehatan Buruh
Berikut adalah beberapa peraturan yang berhubungan dengan hak
kesehatan buruh di Indonesia.

1) Undang-Undang Dasar 1945
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b)

d)

Pasal 28 (H) ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan.

Pasal 28 (H) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial.
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan.

Jaminan kesehatan merupakan bagian dari jaminan sosial.

Jaminan sosial di Indonesia awalnya terpisah menjadi beberapa

bagian diantaranya vyaitu jaminan kesehatan masyarakat dan

jaminan sosial tenaga kerja. Sejak dimulainya SJSN, maka jaminan

kesehatan di Indonesia digabungkan ke dalam satu program yaitu

program JKN. Penyelenggaraan jaminan kesehatan buruh awalnya

tergabung dalam jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT.

Jamsostek. Saat ini penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk

buruh dipisahkan dari jaminan sosial lainnya dan digabungkan ke
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2)

dalam jaminan sosial untuk seluruh masyarakat yaitu JKN yang

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Beberapa aturan terkait hak kesehatan buruh yang diatur di dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah sebagai berikut.

a) Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memberikan
perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan
kesehatan kepada pekerjanya.

b) Pasal 86 Undang-Undang Ketengakerjaan menyatakan bahwa
setiap mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan
keselamatan dan kesehatan kerja.

c) Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa
setiap perusahaan. wajib- menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan

sistem manajemen perusahaan.

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak asasi
manusia. Buruh merupakan sumber daya manusia dan merupakan
asset bagi kemajuan bangsa. Buruh tidak akan dapat melakukan
pekerjaannya jika kesehatannya tidak diperhatikan. Perlindungan

kesehatan buruh juga merupakan hal penting dalam meningkatkan
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3)

produktivitas kerjanya. Dengan adanya jaminan atas kesehatan
buruh dan keluarganya, buruh dapat bekerja lebih tenang dan lebih
produktif,  karena  mengetahui bahwa kesejahteraannya

diperhatikan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional

Undang-undang ini adalah peraturan yang mengamanatkan
pembentukan BPJS. Pada undang-undang ini dibahas tentang
transformasi badan-badan penyelenggara jaminan kesehatan
pemerintah lainnya menjadi satu program, yaitu program yang
diselenggarakan olen BPJS. Selain itu, pada undang-undang ini
juga dibahas tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), baik
itu pembentukan; tanggung jawab; pemberhentian; dan hal-hal lain
yang mendasar terkait DJSN.

Pada undang-undang ini juga diatur tentang penerima
bantuan iuran (PBI); program jaminan sosial; dan pengelolaan
dana jaminan sosial. Lebih lanjut undang-undang ini
mengamanatkan banyak peraturan pelaksana di bawahnya untuk
penyelenggaraan program BPJS Kesehatan maupun program

jaminan sosial.
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Aturan-aturan tentang jaminan kesehatan yang tercantum di dalam

Undang-Undang SJSN ini adalah sebagai berikut.

a) Pasal 19 Undang-Undang SJSN yang menyatakan bahwa
jaminan  kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan
tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan.

b) Dalam Pasal 20 Undang-Undang SJSN dinyatakan bahwa
setiap peserta jaminan kesehatan dapat mengikutsertakan
keluarganya menjadi peserta jaminan dengan membayar
tambahan iuran.

c) Pasal 22 Undang-Undang SJSN mengatur bahwa jaminan
kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pelayanan yang
bersifat komprehensif yaitu pelayanan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.

d) Pasal 27 Undang-Undang SJSN mengatur bahwa besarnya
jaminan kesehatan untuk buruh ditentukan berdasarkan
persentase dari upah dan ditanggung bersama oleh buruh dan
pemberi kerja.

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
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a) Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa
pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan hidup sehat agar terwujud kesehatan masyarakat
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif. Buruh merupakan sumber daya manusia yang
sangat berperan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa.
Untuk dapat mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera,
salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian dan
jaminan dari pemerintah adalah kesehatan. Oleh karena itu, hak
kesehatan buruh perlu mendapat jaminan dari pemerintah agar
dapat terlaksana secara baik dan terjamin. Lebih lanjut di dalam
Undang-Undang Kesehatan juga dijelaskan bahwa setiap orang
mempunyai hak yang sama terhadap akses dan sumber daya
kesehatan, serta pelayanan kesehatan yang bermutu. Di lain
pihak, selain merupakan hak, kesehatan juga merupakan
kewajiban bagi -~ buruh untuk mempertahankan dan
meningkatkan derajat kesehatannya. Pelaksanaan kewajiban
tersebut dapat berupa upaya kesehatan perorangan,
masyarakat maupun pembangunan yang berwawasan
kesehatan. Buruh harus berperan serta dalam perilaku hidup

sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan
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5)

kesehatan pribadinya maupun kesehatan orang-orang yang
menjadi tanggung jawabnya.

b) Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan juga
disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban turut serta dalam
program jaminan kesehatan sosial yang diatur menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini program
jaminan kesehatan yang berlaku bagi buruh adalah Program
Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sehingga setiap buruh wajib
mengikuti program JKN tersebut.

c) Pasal 20 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa
pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan
kesehatan masyarakat melalui program sistem jaminan sosial
nasional untuk kepentingan kesehatan perorangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang BPJS ini menjelaskan berbagai hal terkait

BPJS, yaitu asas; prinsip; dan ruang lingkup BPJS. Dalam undang-

undang ini juga diatur pembentukan organ BPJS; status dan

tempat kedudukan; fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban
dari BPJS; pertanggungjawaban; serta pengawasan BPJS. Hal ini

merupakan peraturan dasar dari pembentukan BPJS, karena BPJS
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merupakan suatu badan yang baru dibentuk dan belum pernah ada
sebelumnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini
bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Undang-Undang BPJS juga mengatur tentang hal-hal terkait
pendaftaran peserta; pembayaran iuran dan penyelesaian
sengketa. Undang-Undang BPJS dibentuk tahun 2011, sedangkan
pelaksanaan program BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal satu
Januari 2014. Dalam waktu tiga tahun tersebut, penyelenggaraan
program jaminan kesehatan buruh tetap dilaksanakan oleh PT.
Jamsostek. Program jaminan Jamsostek yang sebelumnya terdiri
atas empat program selanjutnya akan dipisah penyelenggaraannya
saat sistem BPJS mulai diberlakukan. Program jaminan
pemeliharaan kesehatan selanjutnya akan diselenggarakan oleh
BPJS Kesehatan. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang BPJS yang menyatakan bahwa pemberi kerja
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap. Tiga
jaminan lainnya, yaitu jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua;
dan jaminan kematian selanjutnya diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Secara garis besar hal ini dijelaskan di dalam

Undang-Undang BPJS, namun peraturan yang lebih rinci
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6)

diamanatkan oleh undang-undang ini dalam peraturan-peraturan

pelaksananya.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan beserta perubahannya

Peraturan Presiden ini merupakan amanat dari Undang-

Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Sejak perpres ini

diberlakukan telah diterbitkan tiga peraturan presiden berikutnya

yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan ini, yaitu sebagai berikut.

a) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peratuaran Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan

b) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peratuaran Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan

c) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga atas Peratuaran Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan

Beberapa hal yang diubah dalam peraturan presiden ini adalah

tentang tarif iuran kepesertaan, dan beberapa penambahan aturan
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lainnya terkait manfaat jaminan pelayanan kesehatan yang

didapatkan oleh peserta.

Diantara aturan-aturan yang berkaitan dengan hak kesehatan

buruh yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2013 tentang Pelayanan Kesehatan ini adalah sebagai berikut.

a)

b)

d)

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan yang menyatakan bahwa buruh
penerima upah dan anggota keluarganya tidak termasuk dalam
golongan penerima bantuan iuran.

Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa pemberi kerja wajib
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan.
Jika tidak didaftarkan oleh pemberi kerja, pekerja berhak untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan kesehatan.

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa iuran jaminan
kesehatan dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja.

Pada Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan diatur bahwa peserta yang
menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada

haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti
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asuransi kesehatan tambahan atau dengan membayar sendiri
selisih biaya akibat peningkatan kelas perawatan tersebut.

e) Pada Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa jika peserta
jaminan kesehatan tidak puas dengan pelayanan yang
diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan
BPJS kesehatan, peserta dapat menyampaikan pengaduan
kepada fasilitas kesehatan dan/ atau BPJS Kesehatan.

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan ini juga merupakan amanat
dari Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Tujuan
peraturan ini disusun adalah untuk memberikan acuan bagi BPJS;
pemerintah pusat dan daerah; fasilitas kesehatan; serta peserta
program JKN tentang penyelenggaraan JKN yang diselenggarakan
oleh BPJS. Diharapkan peraturan ini dapat memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang program JKN agar dapat
berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Peraturan ini hanya terdiri dari empat pasal, namun pada lampiran

dibahas secara rinci tentang program JKN, terutama masalah

kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan yang ditanggung di

dalam program JKN.
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Aturan penting yang dibahas terkait kepesertaan di dalam
peraturan Menteri Kesehatan ini adalah aturan yang tercantum
dalam ketentuan umum tentang peserta dan kepesertaan. Dalam
ketentuan umum tersebut dinyatakan bahwa anak pertama sampai
dengan anak ketiga dari buruh penerima upah sejak lahir secara
otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan.

b. Bentuk Pengaturan Hak Kesehatan Buruh

Menurut Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan
pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS
Kesehatan dengan membayar iuran. Jika pemberi kerja secara nyata
tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS kesehatan, maka
pekerja/ buruh yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya
sebagai peserta jaminan kesehatan.

Jaminan kesehatan buruh diselenggarakan dengan sistem iuran
yang dibayar dengan pembagian persentase oleh pemberi kerja
dengan pekerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan ditetapkan bahwa iuran bagi buruh untuk
program BPJS Kesehatan adalah sebesar 5% dari gaji atau upah
buruh perbulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan

1% dibayar oleh buruh.
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Jika buruh mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat
jaminan kesehatan paling lama enam bulan sejak PHK, tanpa harus
membayar iuran. Jika buruh tersebut bekerja kembali, maka dia
memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.
Dalam hal buruh tersebut tidak bekerja kembali dan tidak mampu,
maka dia berhak menjadi peserta PBI jaminan kesehatan.

Bentuk pengaturan pemerintah- lainnya terlihat dari asas
penyelenggaraan jaminan, menentukan secara jelas subjek dan objek
pertanggungan, sistem serta mekanisme pertanggungan. Hal tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Asas dan prinsip dari penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh

BPJS Kesehatan

a) Kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antar peserta
dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial. Hal ini
diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran
sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

b) Nirlaba, maksudnya adalah pengelolaan usaha yang
mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

c) Keterbukaan yaitu dengan mempermudah akses informasi yang

lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
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2)

d)

Kehati-hatian yaitu pengelolaan dana secara cermat, teliti,

aman, dan tertib.

e) Akuntabilitas vyaitu pelaksanaan program dan pengelolaan

f)

9)

h)

keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Portabilitas yaitu memberikan jaminan yang berkelanjutan
meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepesertaan bersifat -wajib yang mengharuskan seluruh
penduduk  menjadi peserta jaminan kesehatan, yang
dilaksanakan secara bertahap.

Dana amanat yaitu bahwa iuran dan hasil pengembangannya
merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-
besarnya bagi kepentingan peserta.

Hasil pengelolaan dana jaminan akan dipergunakan seluruhnya
untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar

kepentingan peserta.

Subjek pertanggungan jaminan kesehatan adalah buruh beserta

suami/ isteri dan anak yang dapat diperluas menjadi lebih dari tiga

orang anak ditambah anggota keluarga lainnya (ayah, ibu, mertua)

dengan penambahan nilai iuran. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat

(4) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
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Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan.

3) Objek pertanggungan jaminan kesehatan hampir meliputi semua
jenis penyakit katastropik, baik itu penyakit degeneratif, kanker
hingga HIV-AIDS maupun penyakit turunan seperti thalasemia dan
hemophilia.

4) Sistem pertanggungan jaminan kesehatan berupa paket INACBG’s.

5) Mekanisme pertanggungan adalah dengan sistem iuran yaitu
dengan persentase 2-3% dari pekerja dan 3-4% dari pemberi kerja.

6) Bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap
dan buruh yang mengalami cacat tetap dan tidak mampu, maka
pemerintah bertanggung jawab untuk memasukkan buruh tersebut

beserta keluarganya ke dalam golongan PBI.

Berbagai bentuk pengaturan hak kesehatan buruh oleh
pemerintah ini diharapkan dapat tercapai pemenuhan hak kesehatan
buruh yang berkeadilan. Dengan sifat kepesertaan yang wajib
menunjukkan peranan pemerintah yang bersifat imperatif, sehingga
tidak ada buruh yang tidak terpenuhi hak kesehatannya. Begitu pula
dengan asas-asas penyelenggaraannya yang bersifat
kegotongroyongan dan nirlaba, akan memberikan kesempatan kepada

buruh untuk dapat menikmati peningkatan pelayanan kesehatan yang

81



C.

lebih baik jika dalam penyelenggaraan JKN didapatkan laba/

keuntungan.

Tujuan Pengaturan Hak Kesehatan Buruh

Pengaturan hak kesehatan buruh dalam program JKN bertujuan untuk:

1)

2)

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil dan makmur yang merata, baik meteril maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945. Buruh merupakan bagian penting
dari rakyat Indonesia, yang umumnya berada pada usia produktif.
Sumber daya manusia yang produktif adalah salah satu aset
bangsa untuk maju.

Pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta
peningkatan perlindungan tenaga kerja kerja dan keluarganya
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan
terhadap buruh dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan
menjamin adanya sekuritas buruh dalam bekerja. Jaminan
kesehatan yang diberikan kepada buruh dan anggota keluarganya
merupakan pemenuhan hak buruh yang juga akan meningkatkan

produktivitasnya dalam bekerja.
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3)

4)

5)

6)

Menjamin hak-hak dasar buruh dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun
untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Kesehatan termasuk dalam hak dasar atau hak asasi yang
dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu pemenuhan hak
kesehatan merupakan bentuk dari ikut menjunjung hak asasi
manusia.

Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan kesehatan yang
merupakan bagian dari jaminan sosial juga berfungsi untuk
meningkatkan martabat seluruh masyarakat agar terwujud
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.
Memberikan  jaminan  sosial -~ yang menyeluruh. Negara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh
rakyat Indonesia. Sistem - Jaminan Sosial yang dulunya
berkembang di Indonesia merupakan sistem yang terkotak-kotak,
yang berbeda untuk setiap golongan masyarakat. Dengan adanya
Program JKN, jaminan sosial tersebut diharapkan bisa merata bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Menjadi suatu peraturan yang mengatur tentang Sistem Jaminan

Sosial Tenaga Kerja. Dalam pelaksanaan sehari-hari, perlu adanya
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aturan yang jelas bagaimana suatu program jaminan sosial
dilaksanakan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan
yang berlaku, hal ini menjadi bentuk kepastian hukum dalam
pemenuhan hak kesehatan buruh dalam program JKN.

7) Untuk menjamin terwujudnya asas dan prinsip sistem jaminan
sosial nasional yaitu kegotongroyongan, nirlaba, bersifat waijib,
akuntabilitas dan portabilitas.

2. Peranan Pemerintah dalam Pengaturan Hak Kesehatan Buruh yang
Berkeadilan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Pemerintah merupakan pelaksana penguasaan negara yang
merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan
pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat. '** Peran
pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan buruh yang berkeadialan
sangat penting baik dalam hal yang sifatnya megatur maupun memaksa.
Berikut diuraikan lebih lanjut tentang bentuk peran pemerintah, sifatnya
dan pelaksana peran pemerintah dalam pengaturan hak buruh yang

berkeadilan dalam program JKN.

24 M. Kusnardi yang dikutip Juliatirambe dalam Pengertian Pemerintah Menurut Ahli,

Internet, 4 September 2017 diakses dari https://www.dictio.id/t/apakah-pengertian-
pemerintah/4105/2
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a. Bentuk Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan
Buruh yang Berkeadilan dalam Program JKN

Bentuk peranan pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan
buruh adalah memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan
(development). Pemerintah memiliki andil besar dalam pelayanan publik
ini. Sehingga efisiensi dan kualitas dari pelayanan itu sendiri banyak
masyarakat yang mengharapkanya kepada pemerintah. Pelayanan
kesehatan yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas. Kualitas
pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu pelayanan
kesehatan yang memenuhi standar-standar kesehatan, baik di bidang
kedokteran, keperawatan, kefarmasian, maupun fasilitas perawatan.

Bentuk lainnya adalah pemberdayaan (empowerment) dalam
bidang kesehatan buruh, misalnya dengan memberikan pelatihan-
pelatihan medis dasar di tempat kerja, sehingga jika terjadi
kegawatdarutan di tempat kerja, ada tenaga-tenaga kerja yang mampu
memberikan pertolongan darurat. Hal ini diperlukan untuk mendukung
program kesehatan di tempat kerja. Dengan pelatihan-pelatihan dasar
kesehatan, diharapkan dapat menurunkan risiko fatalitas dari suatu
penyakit yang timbul di tempat kerja. Selain itu pemerintah dapat
memberdayakan petugas-petugas medis di tempat kerja untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan, misalnya dengan menjadikan Klinik-
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klinik kesehatan di tempat kerja sebagai rujukan tingkat pertama dalam
pelayanan JKN.

Selain pelayanan publik dan pemberdayaan, bentuk peranan
pemerintah yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan
(development). Pembangunan dalam pelayanan kesehatan buruh meliputi
pembangunan fisik; seperti fasilitas kesehatan di tempat kerja maupun
lingkungan kerja, pembangunan sumber daya manusia, yaitu tenaga
kesehatan yang kompeten; dan pembangunan sistem kesehatan yang
sederhana dan mudah diakses. Pemerintah dapat mendorong tumbuhnya
pembangunan fisik berupa klinik-klinik di tempat kerja, dengan membuat
regulasi tentang standar klinik dan fasilitas kesehatan di tempat kerja.
Salah satu peraturan terkait hal tersebut adalah Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan
Kesehatan Tenaga Kerja. Di dalam peraturan ini- dijelaskan bahwa
pelayanan kesehatan merupakan hak bagi setiap buruh.

Keseluruhan sistem jaminan sosial tersebut perlu disusun dalam
suatu sistem jaminan sosial yang terintegrasi, terpadu dan sinergis secara
nasional. Sistem jaminan sosial yang terintegrasi, terpadu dan sinerjik
dalam suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas), yang
dirumuskan secara legal dalam Undang-Undang SJSN.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan bahwa jaminan sosial adalah hak setiap warga negara

86



untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat. Untuk itu, negara wajib mengembangkan jaminan sosial bagi
seluruh masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.

Bentuk peran pemerintah dalam usaha memenuhi amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya
tentang jaminan sosial adalah dengan melahirkan sejumlah sistem dan
kelembagaan jaminan sosial, seperti misalnya Sistem Jaminan Sosial
Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), Sistem
Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang diselenggarakan oleh
PT Taspen (Persero), Sistem Jaminan Sosial anggota TNI dan Kepolisian
yang diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero) dan Sistem Jaminan
Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT ASKES (Persero). Pemerintah
juga meluncurkan program nasional di bidang kesehatan yang disebut
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu atau
miskin.*?®

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 25 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Pelayanan

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

12> Emmanuel Kurniawan. op. cit., him 88-89.
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penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Permasalahan utama pelayanan publik
dalam bidang kesehatan berkaitan dengan peningkatan kualitas
pelayanan, akses yang mudah dan terjangkau.

Perlindungan sosial pada umumnya diselenggarakan melalui dua
mekanisme, yaitu Asuransi Sosial dan Bantuan Sosial. Karakteristik kedua
mekanisme perlindungan sosial tersebut berbeda, baik dari segi tujuan
program, kepesertaan, pembiayaan, kemanfaatan maupun penegakan
hukum (law enforcement). Oleh karena itu, pengelolaan program asuransi
sosial semestinya dibedakan dengan pengelolaan bantuan sosial.*?®

Dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan, perusahaan yang
sudah menjalankan jaminan kesehatan, baik melalui asuransi privat
ataupun self insured, tetap wajib ikut dalam Program Jaminan Kesehatan
Nasional. Perusahaan perlu dan harus mendesain ulang jaminan
kesehatan bagi karyawannya dengan catatan manfaat tidak boleh
menurun. Kelebihan manfaat atas manfaat kebutuhan dasar medis
(manfaat non medis dan pelayanan khusus), dapat ditampung dalam

asuransi privat atau self insured. Dengan sistem baru yang terintegrasi

128 Srj Lestari Rahayu, op. cit., him 26-27.
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diperkirakan ada penghematan cukup signifikan dalam biaya kesehatan

bagi karyawan perusahaan tanpa harus turun kualitas pelayanannya.'?’

b. Sifat Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Buruh
yang Berkeadilan dalam Program JKN

Peranan pemerintah palam penyelenggaraan jaminan sosial dan
JKN bagi buruh bersifat imperatif, karena sistem jaminan kesehatan yang
diselenggarakan bersifat wajib diikuti oleh seluruh buruh, tanpa ada
pilihan untuk tidak mengikutinya. Sebelumnya pada era penyelenggaraan
jaminan kesehatan melalui PT. Jamsostek, peran pemerintah lebih
bersifat fakultatif, dimana pemberi kerja dapat mengikuti program
jamsostek ataupun tidak mengikutinya, sepanjang jaminan kesehatan
yang diberikan kepada buruh lebih baik daripada jaminan kesehatan yang
diberikan oleh PT. Jamsostek. Namun sejak diberlakukannya program
JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, pilihan tersebut tidak berlaku lagi.
Seluruh buruh wajib -mengikuti program jaminan kesehatan dari BPJS.
Jika pemberi kerja atau pekerja ingin mengikuti asuransi lainnya dapat
diselenggarakan sebagai kerja sama (coinsurance) dengan jaminan
BPJS.

Dengan adanya jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh

BPJS Kesehatan, pemerintah yang sebelumnya mempunyai peranan

2" Wiku Adisasmito, 2014, Sistem Kesehatan, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada,

him 43-44.
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fakultatif berubah menjadi peran imperatif. Hal ini karena sifat
kepesertaan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan adalah wajib. Pada
Pasal 15 Undang-Undang BPJS mewajibkan pemberi kerja untuk
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, dinyatakan bahwa jika pemberi kerja tidak
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka
pekerja tersebut berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta
jaminan kesehatan. Jika pemberi kerja secara nyata tidak mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya menjadi peserta program BPJS Kesehatan, maka
dapat dikenakan sanksi administratif, berupa teguran tertulis; denda; atau
tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dengan adanya peran
pemerintah yang mewajibkan kepesertaan jaminan kesehatan ini
diharapkan seluruh buruh mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang
dibutuhkannya.

Pada program JKN, peran pemerintah yang bersifat imperatif juga
terlihat pada persiapan database penduduk, pihak pemberi kerja harus
secara bertahap mendaftarkan dirinya serta pekerjanya sebagai peserta
kepada BPJS Kesehatan. Jika pemberi kerja tidak mematuhinya, maka
dapat dikenakan sanksi administratif. Sedangkan peranan pemerintah
yang bersifat fakultatif terlihat dalam persiapan infrasruktur; perbaikan

mekanisme rujukan; perbaikan sistem; dan pengadaan obat. Pemerintah
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harus segera mengatur pendistribusian infrastruktur dan ketersediaan
obat untuk menjangkau seluruh lapisan rakyat Indonesia. Hal yang tidak
kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam mengatur persiapan
dan perbaikan sistem kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan,

terutama sistem rujukan.

c. Pelaksanaan Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan
Buruh yang Berkeadilan dalam Program JKN

Pelaksanaan peran pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan
buruh dilaksanakan oleh suatu badan yang ditunjuk oleh undang-undang,
yaitu BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh
Utrech *® bahwa pelaksanaan peran pemerintah dapat dilaksanakan
langsung oleh administrasi negara atau melalui badan-badan yang
ditunjuk oleh pemerintah melalui undang-undang.

Skema kelembagaan pengelolaan jaminan sosial berbeda antara
satu negara dengan negara lain. Sebagian negara menggunakan skema
multi payer berdasarkan segmen kepesertaan, seperti Filipina dan
Thailand. Sebagian negara yang lain menggunakan skema multi payer
berdasarkan segmen program, seperti Australia, Jerman, Korea dan
Malaysia. Sementara itu, sejumlah negara lainnya menggunakan skema

single payer, seperti Singapura dan Vietnam. Dengan mempertimbangkan

128 128

Utrecht, dikutip oleh M. Makhfuds, 2013, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta:
Graha llmu, him 46-47.
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segmen kepesertaan, program dan karakteristik BPJS yang telah ada,
pengelolaan sistem jaminan sosial di Indonesia menggunakan skema
kelembagaan multi payer berdasarkan segmen kepesertaan. Penggunaan
skema kelembagaan tunggal bertentangan dengan Undang-Undang
SJSN. Untuk menangani jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan
pekerja informal, pemerintah membentuk sistem baru.**

Badan hukum lembaga pengelola jaminan sosial juga berbeda
antara satu negara dengan negara lain. Filipina dan Singapura
menggunakan bentuk badan hukum semi publik yang independen. Korea,
Taiwan, Malaysia, Jordania dan Jerman menggunakan bentuk badan
hukum korporasi/ semi korporasi. Sementara itu, Cina dan Australia
menggunakan bentuk badan hukum pemerintah/ pemerintah daerah.
BPJS di Indonesia selama ini menggunakan bentuk badan hukum
korporasi dengan status BUMN. Badan hukum BUMN ini tidak
bertentangan dengan prinsip pengelolaan dana amanah Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang
menyatakan bahwa “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusu
kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum?”.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian menyatakan bahwa “Program asuransi sosial hanya dapat

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”. Dalam Undang-

129 Hadi Setia Tunggal, Memahami Sistem Jaminan Sosial... op. cit., him. 39-40.

92



Undang SJSN sama sekali tidak menyebutkan terminologi dan konsep
“wali amanah” dan hanya mengatur dana amanah. 303!

Fungsi DJSN sebagai perumus kebijakan umum dan sinkronisasi
penyelenggaraan SJSN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
SJSN. Dewan Jaminan Sosial Nasional tidak berfungsi sebagai regulator
sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang BPJS. Tugas DJSN
berdasarkan Undang-Undang SJSN adalah:**?

1) Melakukan kajian dan - penelitan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan jaminan sosial.

2) Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional.

3) Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran
dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang SJSN, BPJS tidak
berstatus sebagai BUMN dan operasionalisasinya harus dikoordinasikan
oleh DJSN. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan SJSN, peran DPR dan
pemerintah adalah sebagai berikut:'*

Peran DPR:

1) Menyusun kebijakan yang terkait dengan JKN dan BPJS.

2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program JKN.

3) Melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pelaksanaan JKN.

4) Mendesak pemerintah agar segera mempersiapkan aturan pelaksana
JKN dan BPJS.

% Ibid., him 39-40.
131 Ali Ghufron Mukti dan Moertjahjo, op. cit., him 23-24.

Chazali H. Situmorang, op. cit., him 46-48.
Hadi Setia Tunggal, Memahami Sistem Jaminan Sosial... op. cit., him 1-5
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5) Mendesak JKN untuk segera melakukan tahapan implementasi JKN.
Peran pemerintah:

1) Persiapan database penduduk.

2) Persiapan dan penyiapan infrastruktur kesehatan.

3) Perbaikan mekanisme rujukan.

4) Persiapan sistem yang komprehensif dalam penyelenggaraan

pelayanan kesehatan.
5) Ketersediaan obat untuk rakyat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SJSN dijelaskan bahwa
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-
undang. Jangka waktu untuk pembentukan badan penyelenggaraan yang
dimaksud paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-
Undang SJSN. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-
Undang SJSN yaitu “Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial disesuaikan dengan undang-undang ini
paling lama lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan.” Untuk itu,
sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5
ayat (2) Undang-Undang SJSN, pemerintah menerbitkan Undang-Undang

BPJS.

Pemerintah berperan dalam mengawal transformasi BPJS dalam

memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut;****

1) Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja dan tidak boleh ada
penghilangan hak-hak normatif dari karyawan keempat BUMN
(PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. ASABRI dan PT. Taspen).

“**bid., him 79-80.
%% Ade Candra, op. cit., him 62-63.
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2) Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di 4
BUMN.

3) Tidak boleh ada program terhadap peserta lama yang stagnan atau
terhenti.

4) Satu peserta hanya membayar satu kali untuk setiap program.

5) Ada kepastian dalam investasi 4 BUMN yang saat ini sedang berjalan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset
dana sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam kaitannya dengan transformasi BPJS Kesehatan langkah-langkah

yang telah dan sedang dilakukan mencakup:**®*%’

1) Penataan kembali proses bisnis Jamsostek untuk mencapai tujuan
strategis (Strategic Goals) sebagai berikut:

a) Merealisasikan Total Benefit untuk setiap peserta.

b) Memberikan layanan terbaik melalui Friendly Service.

c) Mewujudkan Jamsostek sebagai Strong Brand di kalangan tenaga
kerja.

2) Penyusunan dan pelaksanaan upaya-upaya strategis yang antara lain
meliputi:

a) Rekonsiliasi untuk  membangun kepercayaan pemangku
kepentingan yang antara lain dilakukan melalui pengawalan
regulasi, penelaahan teknis operasional dan sosialisasi secara
masif. Upaya-upaya ini telah dimulai tahun 2012.

b) Fit-in infrastruktur untuk membangun landasan yang kokoh sebagai
BPJS yang antara lain dilakukan melalui perluasan kepesertaan,
peningkatan pelayanan, penguatan database dan teknologi
informasi (IT), pengembangan investasi, keuangan, sumber daya
manusia (SDM) dan good corporate governance. Upaya-upaya ini
dilakukan mulai tahun 2013.

c) Sustainability Total and Service untuk menjaga pertumbuhan yang
agresif, harmonisasi manfaat pelayanan prima yang antara lain
dilakukan melalui peningkatan pangsa pasar dan implementasi
total benefit yang berkelanjutan, pengembangan Service
Excellence dan Operation Excellence serta pengembangan E-
Registration, E-Payment dan E-Claim. Upaya-upaya ini dilakukan
mulai tahun 2014.

3) Penyusunan dan pelaksanaan langkah-langkah operasional yang
meliputi antara lain:

136

. Hadi Setia Tunggal, Memahami Sistem Jaminan Sosial... op. cit., him 7-13.

Edi Suharto, 2013, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model
Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung: Penerbit Alfa Beta. him 12-16.
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4)

a) Sosialisasi dan edukasi melalui social marketing campaign dan
national financial planning roadshow.

b) Pemasaran dan kolaborasi melalui rebranding BPJS dan perluasan
layanan co-branding.

c) Pengembangan dan kepesertaan melalui pembenahan kualitas
data peserta, integrasi data peserta dengan nomor induk
kependudukan serta pengembangan kartu peserta jaminan (KPJ)
ke kartu smart card.

d) Inovasi produk dan layanan melalui pengembangan program dan
manfaat, peningkatan kualitas pelayanan dan pengalihan JPK ke
BPJS.

e) Pengembangan jaringan, aksesibilitas dan kolaborasi melalui
kerjasama dengan PT Telkom, Perbankan, Pemerintah Daerah,
Pos dan Industri.

f) Redefinisi proses bisnis dan pengembangan teknologi informasi
melalui redefinisi proses bisnis BPJS, sistem manajemen mutu,
sistem manajemen risiko serta modern office.

g) Restrukturisasi perubahan organisasi melalui struktur organisasi,
pemekaran kantor wilayah dan kantor cabang.

h) Pengembangan tata kelola dan kinerja perusahaan melalui
pelaksanaan good corporate governance serta implementasi KPI
dengan pendekatan baru.

i) Pengembangan SDM dan budaya perusahaan melalui
pembangunan Human Resource Information System (HRIS),
Competency Based Human Resource Management (CBHRM),
internalisasi nilai dan budaya perusahaan, pengembangan agen
perubahan dan audit budaya kerja.

j) Penataan keuangan, investasi dan  perpajakan melalui
penyesuaian pengelolaan dana, keuangan, perpajakan serta
penyesuaian peraturan pelaksanaan pada aspek keuangan.

Untuk kelancaran penyiapan infrastruktur operasional BPJS, DJSN

bersama PT ASKES dan Kementerian Kesehatan telah membentuk

Project Management Office (PMO) untuk membahas berbagai isu-isu

strategis transformasi BPJS. Sementara itu PT ASKES dan PT

Jamsostek telah membuat memorandum of understanding (MOU)

terkait pengalihan JPK. Dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan

kerjasama terkait penggunaan nomor induk kependudukan (NIK)
sebagai nomor identitas tunggal peserta jaminan sosial. Atas inisiatif

PT Jamsostek dan PT ASKES juga telah terbentuk Forum Koordinasi

antara Kementerian Negara BUMN dengan Kementerian Kesehatan,

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DJSN, sebagai

forum untuk mengevaluasi kemajuan proses transformasi yang

dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan.
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5) Isu-isu penting yang perlu diselesaikan dalam transformasi BPJS
mencakup banyak hal antara lain nomor identitas tunggal peserta,
migrasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan yang harus selesai pada
tanggal satu Januari 2014, pembukaan cabang-cabang baru di seluruh
kabupaten/ kota, rekrutmen pegawai untuk peningkatan cakupan
pelayanan, pemisahan aset karena perubahan status hukum, model
kerjasama dengan fasilitas kesehatan pada berbagai tingkat Pusat
Pelayanan Kesehatan (PPK).

Kalangan pengusaha menginginkan agar transformasi BPJS dapat
mensinkronisasi program jamsosnas dan mengharmonisasi regulasi
dengan tujuan;:**®

1) Memberikan kepastian kepada para peserta/ pekerja untuk
mendapatkan jaminan sosial akibat hilang atau berkurangnya
penghasilan dari akibat berbagai kemungkinan.

2) Mensinkronkan program, manfaat dan kontribusi dari program-program
jaminan sosial yang sudah berjalan saat ini.

3) Mengeliminasi program yang selama ini masih banyak tumpang tindih.

4) Berjalannya program Jamsostek secara sustainable, baik jangka
pendek maupun jangka panjang.

5) Berubahnya badan penyelenggara jaminan sosial dari bentuk BUMN
ke bentuk Badan Hukum Publik (Wali Amanah-Nirlaba) sebagaimana
amanat Undang-Undang BPJS.

6) Tersedianya ruang yang cukup untuk program Jamsostek yang
diselenggarakan sektor swasta.

d. Hak Kesehatan Buruh yang Berkeadilan dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional
Undang-Undang SJSN disusun dan diundangkan dalam rangka
memenuhi hak warga negara akan jaminan sosial, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (Pasal 28H ayat 3). Selain itu juga sebagai pelaksana

138 Chazali H. Situmorang, op. cit., him 64-65.
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Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 102 Tahun

1952. Program JKN adalah salah satu program pokok dari SJSN.

Tujuan program JKN adalah:

1) Semua penduduk Republik Indonesia mendapat pelayanan kesehatan
ketika sakit, kapanpun dan dimanapun di tanah air.

2) Semua penduduk lansia mempunyai uang pensiun bulanan sampai ia
meninggal dunia.

3) Semua anak yang orang tuanya meninggal sebelum usia pensiun,
mempunyai pendapatan pensiun sampai ia bisa mandiri secara

ekonomis.

Skema pembiayaan JKN bertumpu pada dua pilar:

1) luran Wajib Negara dalam bentuk Bantuan luran bagi mereka yang
tidak mampu (miskin, tidak bekerja, lansia, penyandang cacat, pekerja
mandiri, dan lain-lain).

2) luran Wajib Pemberi Kerja dan Pekerja dalam bentuk iuran wajib iur
persentase tertentu dari gaji. SJSN menjamin kemanfaatan yang sama
bagi semua warga negara (PNS, pegawai swasta, petani, nelayan,
pedagang kecil, dan sebagainya). Oleh karena itu, penyelenggaraan

SJSN harus secara nasional dan PT ASABRI, PT Askes, PT
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Jamsostek dan PT Taspen, wajib menyesuaikan diri sesuai konsep

wali amanah.

Program utama SJSN adalah:

1)
2)

3)

Jaminan Kesehatan (JK).
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Jaminan Hari Tua (JHT).

4) Jaminan Pensiun (JP).

5) Jaminan Kematian (JKm).

Perubahan yang mendasar dengan adanya Undang-Undang SJSN

adalah:

1)

2)

3)

PT ASABRI, PT Askes, PT Jamsostek dan PT Taspen yang dulunya
hanya melayani populasi terbatas kini harus melayani semua
penduduk.

Badan hukum BPJS Kesehatan yang sebelumnya berbentuk
Perseroan Terbatas yang berorientasi mencari keuntungan, berubah
menjadi badan hukum yang tidak berorientasi mencari keuntungan
(nirlaba).

Kemanfaatan program BPJS Kesehatan yang sebelumnya bersifat
diskriminatif, harus dikembangkan menjadi setara untuk seluruh

rakyat.
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Untuk menunjang terwujudnya jaminan kesehatan untuk seluruh
penduduk (universal coverage) dan terwujudnya lingkungan dan prilaku
yang sehat, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap wajib
mendanai dan berperan dalam program-program kesehatan masyarakat
yang dapat dinikmati (beneficiaries) oleh masyarakat. Tidak tertutup
kemungkinan bahwa swasta juga berperan, namun karena sifat
eksternalitas yang tinggi dalam program kesehatan masyarakat, pada
umumnya peran swasta akan menjadi komplementer atau suplementer.
Untuk menunjang keberhasilan seluruh Sistem Kesehatan Nasional, maka
diperlukan pengaturan (Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden/
Peraturan Menteri Kesehatan/ Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Peraturan
Daerah), sumber daya manusia dalam berbagai disiplin, sistem informasi,
sistem administrasi, dan lain-lain yang menunjang keberhasilan Sistem
Kesehatan Nasional.**

Jaminan kesehatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang SJSN
adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang SJSN. Penjelasan Pasal
19 Undang-Undang SJSN menyatakan bahwa yang dimaksud prinsip

asuransi sosial adalah:

% Dedi Alamsyah dan Ratna Muliati, 2013, Pilar Dasar IImu Kesehatan Masyarakat,

Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika.
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1) Kegotongroyongan antara yang kaya dengan yang miskin, yang sehat
dan sakit, yang tua dan muda, yang berisiko tinggi dan rendah.

2) Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif.

3) luran berdasarkan persentase upah/ penghasilan.

4) Bersifat nirlaba.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah
kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan
medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang diambil dari satu
sumber, tanpa harus memperhatikan besaran iuran atau besaran upah
masing-masing pengiur dan tanpa memperhatikan tempat tinggal pengiur.
Yang menjadi pertimbangan penjaminan hanyalah kondisi medis peserta.
Dengan demikian, akan terjadi keadilan sosial yang memungkinkan
tenaga kesehatan melayani penduduk tanpa diskriminasi status sosial
ekonomi.

Dana yang terkumpul dari iuran merupakan Dana Amanat yang
hanya dibelanjakan/ dibelikan layanan kesehatan untuk peserta
(sementara) yang membayar iuran. Pembelian layanan ini sangat
dipengaruhi luasnya manfaat/ layanan kesehatan yang dijamin, cara
pembayaran ke fasilitas kesehatan yang memproduksi/ menjual layanan,
dan kemudahan sistem administrasi. Belanja layanan kesehatan

(purchasing of services) harus dilakukan secermat dan sehemat mungkin
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agar Dana Amanat mencukupi dan tidak terjadi pemborosan (optional
resources). Semakin luas (komprehensif) manfaat jaminan kesehatan,
semakin banyak dana yang dibutuhkan. Untuk efisiensi belanja layanan
kesehatan, cara-cara pembayaran/ pembelian layanan kesehatan dari
fasilitas kesehatan publik ataupun swasta harus diatur agar tidak terjadi
pemborosan atau belanja layanan yang tidak perlu (moral hazard atau
fraud). Dalam konteks ini, Undang-Undang SJSN telah merumuskan cara-
cara pembayaran yang efisien (prospektif seperti kapitasi, budget dan
berbasis diagnosis) yang bervariasi di berbagai wilayah untuk
menggambarkan perbedaan biaya hidup atau harga barang-barang dan
tenaga kesehatan.**°

Dengan memperhatikan konsep cakupan universal, maka

pengelolaan jaminan kesehatan dalam SJSN adalah sebagai berikut.***

a. Pengelolaannya tidak lagi terpisah-pisah menurut tempat tinggal
(provinsi atau kota/ kabupaten atau tempat bekerja melainkan
terintegrasi dalam BPJS Kesehatan secara nasional.

b. Pendanaan berbasis asuransi sosial dimana semua penduduk wajib
iur. Namun penduduk yang miskin dan tidak mampu akan mendapat
bantuan iuran (mekanisme bantuan sosial) dari pemerintah. Ketika
penduduk tersebut tidak lagi miskin, maka ia wajib membayar iuran.

c. Layanan kesehatan perorangan yang dijamin adalah semua layanan
atas indikasi medis (sesuai kebutuhan medis) mencakup upaya
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat layanan orang
per orang.

d. Fasilitas kesehatan yang memproduksi layanan yang akan dibeli oleh
BPJS Kesehatan adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/ atau
swasta. Dengan demikian, semua sumber daya kesehatan akan

140

Hadi Setia Tunggal, Tanya Jawab... op. cit., him 58-59.
1% Ali Ghufron Mukti dan Moertjahjo, op. cit., him 11-12.
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digunakan untuk menjamin seluruh penduduk memiliki akses terhadap
layanan kesehatan.

e. Cara belanja (metode pembayaran) yang efisien agar Dana Amanat
digunakan secara optimal adalah cara pembayaran prospektif seperti
pembayaran kapitasi untuk rawat jalan primer dan pembayaran
Diagnosis Related Group (DRG) yang di Indonesia telah dikenal
dengan INA-CBGs untuk rawat jalan sekunder (rujukan) dan rawat
inap.

f. Dengan pengelolaan oleh satu BPJS, maka sistem administrasi
pengumpulan dana, pembelanjaan, klaim, pelaporan dan lain-lain akan
menjadi lebih efisien dan memudahkan dipahami oleh seluruh peserta
dan seluruh pengelola fasilitas kesehatan.

Tim ahli DJSN Universitas Indonesia, Universitas lainnya, Bank
Dunia, tim Askes, tim Jamsostek, Tim Nasional Percepatan dan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan kajian ilmiah
kecukupan iuran. Hasil perhitungan itu diadopsi oleh DJSN untuk
mengusulkan besaran iuran sementara yang harus dibayar pemerintah
untuk penduduk miskin dan tidak mampu adalah Rp 27.000,00 per orang
per bulan. Besaran iuran ini masih mempertimbangkan rumah sakit milik
pemerintah masih mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sedangkan besaran untuk pekerja penerima upah berkisar antara 5-6%
dari upah (take home income). Porsi iuran pekerja dan pemberi kerja
diusulkan antara 2-3% pekerja dan 3-4% pemberi kerja. Dengan
kontribusi iuran oleh pekerja, maka diharapkan pekerja memiliki daya
kontrol kepada BPJS. Besaran iuran nominal pekerja bukan penerima

upah diperhitungkan sama dengan rata-rata besaran iuran per orang per
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bulan yang diterima dari 5-6% upah sebulan. Besaran iuran tambahan per
orang bagi pekerja yang memiliki anak lebih dari tiga orang dan atau ingin
menjamin orang tua, mertua atau sanak-famili lainnya (peserta sponsor)
adalah 1% dari upah per orang per bulan. luran ini hanya menjadi beban
pekerja. %143

Dengan diterapkannya Undang-Undang SJSN terjadi sistem yang
berkeadilan dimana semua penduduk bertanggung jawab atas dirinya
dengan mengiur yang porsinya terhadap penghasilan relatif sama. Yang
berpenghasilan rendah mengiur dengan nilai nominal lebih kecil dan yang
berpenghasilan tinggi mengiur dengan nilai nominal lebih besar, tetapi
persentase upah/ penghasilan relatif sama. Dengan demikian, terjadi
subsidi silang atau kegotongroyongan nasional antara mereka yang lebih
kaya kepada yang lebih miskin, yang muda kepada yang tua dan yang
sehat kepada yang sakit.***

Adanya pengaturan mekanisme pertanggungan berupa persentase
iuran dari buruh akan mengakibatkan bahwa buruh akan mendapatkan
kelas perawatan dan pelayanan kesehatan yang berbeda sesuai dengan
besarnya nilai iuran yang dia berikan. Dalam hal seorang buruh ingin

mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dari haknya,

maka buruh tersebut dapat membayar selisih dari biaya pelayanan

142
143

Hadi Setia Tunggal, Memahami Sistem Jaminan... op. cit., him 89-91.
Chazali H. Situmorang, op. cit., him 154-155.
144 Asri Wijayanti, op. cit., him 122-124.
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kesehatan yang dia dapatkan. Hal ini menunjukkan adanya keadilan
distributif dalam jaminan kesehatan yang didapatkan oleh buruh, yaitu
buruh mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan apa yang
dia berikan.

Jaminan sosial bagi buruh merupakan suatu bentuk perlindungan
dalam bentuk santunan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan kesehatan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh buruh yaitu berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Pemenuhan
hak kesehatan buruh yang berkeadilan merupakan wujud pemenuhan
unsur-unsur hak buruh yang berkaitan dengan jaminan sosial. Jaminan
kesehatan yang merupakan bagian dari jaminan sosial merupakan hak

yang melekat pada setiap warga negara.
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